
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA TANJUNGPINANG 

 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR 6 TAHUN 2026 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN 

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan 

Umum Kota Tanjungpinang Nomor 2/PK.01-

BA/2172/2026 tentang Rapat Pleno Tertutup 

Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi 

Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi 

Kepulauan Riau tanggal 6 Januari 2026; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan 

pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang 

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang 

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang 

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan 
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Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4843) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 6905); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 82); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 

2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 799); 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan 

Umum; 

9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota 

Tanjungpinang Nomor 2/PK.01-BA/2172/2026 tentang 

Rapat Pleno Tertutup Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang 

Provinsi Kepulauan Riau tanggal 6 Januari 2026; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

TANJUNGPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

TANJUNGPINANG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG. 

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kota Tanjungpinang. 

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

adalah perubahan Tim Pembina dalam angka 1 (satu) yang 

berkedudukan sebagai Pembina sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ditetapkan di Tanjungpinang 

pada tanggal 19 Januari 2026 

 

       Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

  KOTA TANJUNGPINANG, 

 

ttd. 

 

    NOVIRA DAMAYANTI 
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TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG 

 

NO NAMA JABATAN 
JABATAN 

DALAM TIM 

1. Novira Damayanti 
Plt. Ketua KPU Kota 

Tanjungpinang 
Pembina 

2. Andri Yudi 
Anggota KPU Kota 

Tanjungpinang 
Pembina 

3. Desi Liza Purba 
Anggota KPU Kota 

Tanjungpinang   
Pembina 

4. Hj. Susanty 
Anggota KPU Kota 

Tanjungpinang 
Pembina 

5. Erny Simatupang 
Sekretaris KPU Kota 

Tanjungpinang 
Pembina 

6. William Hendri 

Kepala Subbagian Teknis 

Penyelenggaraan Pemilu, 

Partisipasi dan Hubungan 

Masyarakat 

Pimpinan 
Redaksi 

7. Miranda Octorida 
Penyusun Materi Hukum 

dan Perundang-Undangan 
Anggota Redaksi 

8. Rio Iswantara 
Ahli Pertama – Penata 

Kelola Pemilu 
Anggota Redaksi 

LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR 6 TAHUN 2026  

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 8 

TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA 

DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG 

 

Ditetapkan di Tanjungpinang 

pada tanggal 19 Januari 2026 

 

       Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

  KOTA TANJUNGPINANG, 

 

ttd. 

 

    NOVIRA DAMAYANTI 

 


